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KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung R Nomor :
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2021, telah disusun.

Dokumen SAKIP yang salah satunya adalah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKIJP ) tahun 2021 pada Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB yang berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden NOMOR : 5 Tahun
2004 mengenai penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari
Pengadilan Tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan
berdasaarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas 1B bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas
IB sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2021 yang terdiri dari
dua DIPA, yaitu DIPAQL dan DIPA 03.

Adapun untuk DIPA QL berisi 2 program :

1 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA 03 untuk berisi 1 program yaitu :
1 Program peningkatan Managemen Peradilan Umum.
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Demikian kami sampaikan dengan hormat LKIP Tahun 2021
pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB untuk menjadikan
periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 22 Januari
KETUA PENGADILAN NEGERI

199903 1003
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan
yang baik adalah akuntabilitas, dalam mencapai peningkatan
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Mahkamah Agung, Program Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
dan Program Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan
Peradilan serta Peningkatan managemen peradilan umum.

Laporan Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari
amanah atau mandat yang melekat pada suatu Lembaga, Instansi
atau Satuan Kerja. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) dari Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Purbalingga Kelas IBtahun 2021 ini disusun.

D dalam LKIJP ini menyajikan keberhasilan capaian kinerja
selama 1 tahun anggaran dari satuan kerja yang merupakan
pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi sesuai
dengan program-programnya. LKIP ini disusun dengan tujuan
untuk mengukur dan menganalisa target dan capaian kinerja agar
terlaksananya sasaran-sasaran program tersebut, sehinga setiap
Satuan Kerja dapat mengevaluasi kinerjanya dalam rangka untuk
peningkatan kinerja secara menyeluruh, juga untuk peningkatan
capaian sasaran target keberhasilan di tahun berikutnya.

Namun demikian  keberhasilan  Pengadilan  Negeri
Purbalingga masih belum bisa memenuhi semuanya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat pertama
yang mengacu pada Ms dan Misinya yaitu :
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Visi:

Mist:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang
Agung"

Menjaga Kemandirian Pegadilan Negeri
Purbalingga;

. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Kepada Pencari Keadilan;

. Meningkatkan Kualitas Pegawai di Pengadilan

Negeri Purbalingga;

. Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di

Pengadilan Negeri Purbalingga;

Hal ini akan diusahakan dan menjadi catatan seluruh jajaran
Karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB untuk

memperbaiki

kinerjanya dimasa mendatang agar dapat

memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan dan

berbagai pihak yang berkepentingan dengan Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas 1B
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BAB | - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud
apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik
dengan skala prioritas yang matang disertai dengan
perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan
dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden R Nomor : 5 Tahun 2004
tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden R Nomor : 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari
pemerintah untuk melaksanakan goodgovernance dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas
adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansii Pemerintah (LKJIP)
dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman
pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga
pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung RI. serta 4
lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut,
maka Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai salah satu satua
kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum diba



LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Mahkamah Agung RI. juga berkewajiban untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) dengan maksud
untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk
kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil
yang akan dicapai.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden R
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengeiolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan
dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun
2021

Gedung Pengadilan Negeri Klas IBPurbalingga
Jalan Letnan Akhmadi No. D.80 Purbalingga



LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

B TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1 Kedudukan

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
Kabupaten Purbalingga berdasarkan Pancasila, dengan tugas
pokok  menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan
tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IByakni:

1 Ketua melakukan pengawasan internal mengenai:

11 Ketepatan waktu memulai persidangan;

12 Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama
terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam
perkara pidana yang terdakwanya berada dalam
tahanan.

13, Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan
yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan.

14. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan
tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.

15 Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut
kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti.

16. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh

pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara
berjenjang.
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2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai:

21

2.2.

Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan
termasuk kemampuan teknis administrasi dan
moralitasnya.

Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan
tertib perkantoran.

3. Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan
pengawasan :

3.2.

3.3.

34.

35.

3.6.

3.7.

3.8.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
administrasi perkara perdata/pidana, administrasi
umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.
Pengisian register perkara secara tertib dan terus-
menerus.

Penyampaian i9 register oleh Panitera Muda
Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum
sebagai bahan pembuatan laporan.

Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda
Hukum.

Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib
dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim
yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik
mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga
Pemasyarakatan.
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4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab
atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku
daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di
Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara,
mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera
Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan
eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh
Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu
Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara
lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara,
membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas
Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas
yang didelegasikan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan  administrasi  perkara, = mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan wurusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara perdata, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat
setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara
banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali
kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas
perkara kepada Panitera Muda Hukum.
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7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
melaksanakan  administrasi  perkara,  mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan wurusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara pidana, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta
memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara
yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat
tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang
dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada
Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat
penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa
tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara
yang sudah putus berikut amar putusannya dan
menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana
dan Panitera Muda Peerdata bila telah selesai diminutasi.
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10. Jurusita mempunyai tugas melakukan panggilan dan
pemberitahuan serta melaksanakan semua perintah yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan/atau
Panitera.

11. Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua
dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan
pembinaan administrasi Kepegawaian dan Organisasi Tata
Laksana, Umum dan Keuangan serta Perncanaan, Teknologi
Inforamsi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri Purbalingga.

12, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata
Laksana adalah melaksanakan sebagian tugas dalam
mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di
Pengadilan Pengadilan Negeri Purbalingga, perumusan
kebijakan kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

13 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di
bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di
lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga serta perumusan
kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk
dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana
kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di
lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
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14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasl dan
Pelaporan adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
dibidang perencanaan program dan kegiatan, kegiatan
yang berhubungan dengan teknologi informasi serta
pelaporan pelaksanaan program kegiatan Pengadilan
Negeri Purbalingga berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
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C STRUKTUR ORGANISAS|

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun
struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas IB berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan
Negeri Purbalingga Kelas IB:

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B
STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
H B ketiaUl

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB dipimpin oleh
seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim
mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan dan
Wakil Ketua Pengadilan.

D bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil
Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan
Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan

struktural.

14
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Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera
Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan
Panitera Muda Hukum, serta Kelompok Jabatan Fungsional
Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita /
Jurusita Pengganti yang mempunyai garis koordinasi dengan
Panitera .

Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala
Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan serta kelompok Jabatan Pelaksana yang
mempunyai garis koordinasi dengan Sekretaris.
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan  Akuntabilitas Kinerja ini  menggambarkan
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B
selama tahun 2021 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja
dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

PENGANTAR

IKHTISAR BEKSEKUTIF

BAB | Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal - hal
umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Purbalingga,
Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKIP.

BAB Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2020 - 2024
Visi dan Msi
Tujuan dan Sasaran Strategis
Program Utama dan Kegiatan Pokok

B Rencana Kinerja Tahunan 2023

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Perjanjian Kinerja) 2022

BAB lllAkuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan
Realisasi Kinerja)

B Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian
sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BABIV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran,
tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga serta
strategi pemecahan masalah .

BABV Lampiran yang terdiri dari: r
Struktur Organisasi
Matriks Rencana Strategis 2020 - 2024 1 6

-A
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BAB Il - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

1 VS DAN MS|

Miss merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Purbalingga. Ms Pengadilan Negeri Purbalingga
mengacu pada Mahkamah Agung R adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung'

Msi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai vis yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan teiv/ujud dengan baik.

Msi Pengadilan Negeri Purbalingga , adalah sebagai
berikut:

1 Menjaga Kemandirian Pegadilan Negeri Purbalingga;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
Kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Pegawai di Pengadilan Negeri
Purbalingga;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di
Pengadilan Negeri Purbalingga;
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2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEAS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam rangka mencapai visi dan msi Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Purbalingga Kelas IBadalah sebagai berikut:

1 Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya
terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan
peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga
dapat memenuhi butir 1dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun
2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IBadalah sebagai berikut:

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Mskin
dan Terpinggirkan

4. Meingkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
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keberhasilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021

sasaran

strategis

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

dalam mencapai tujuan.

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

digambarkan sebagai berikut:
No Sasaran Strategs

Terwujudnya
Prases Peradilan
yang Pedti,
Transparan dan
Akuntabel

Peningkatan
Efekiifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Mskin dan
Terpinggirkan

Meingkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan

. Persentase

. Persentase

. Persentase pencari

Indikator Kinerja

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

1 Perdata
2. Pidana

. Persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktu:
1 Perdata
2. Pidana

. Persentase penurunan sisa perkara :

1 Perdata
2. Pidana

. Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

1 Banding

2. Kasasi

3. Peninjauan Kembali (PK)

. Persentase sisa Perkara Pidana Anak yang

diselesaikan dengan Diversi

. Indeks Responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

. Persentase isi putusan yang diterima oleh

para pihak tepat waktu
perkara yang
melalui mediasi

deselesaikan

. Persentase berkas perkara yang diajukan

banding, kasasi, dan PKsecara lengkap dan
tepat waktu

. Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu | hari setelah
putusan

perkara prodeo

yang
diselesaikan

. Persentase perkara yang diselesaikan diluar

Gedung Pengadilan

keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindak lanjuti
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3

PROGRAM UTAMA DAN KEGATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator

kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:

a.

b.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program  Peningkatan Manajemen Peradilan  Umum
merupakan program untuk mencapai Ssasaran strategis
dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara
dan pelayanan terhadap pencari keadilan. Kegiatan Pokok
yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum adalah :
Penyelesaian Ssa perkara.
Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Penurunan Sisa perkara.
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

N o o~ WDN R

Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

8. Penyelesaian perkara Prodeo.

9. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

10. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknls Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strate
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menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai hasil guna yang berkualitas, tertib administrasi

serta transparansi dan aksebilitas terhadap perkara. Kegiatan
pokokyang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1 Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan.

2. Perkara yang diselesaikan melaluai mediasi.

3. Putusan perkara yng menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara on-line dalam waktu 1 (satu) hari
setelah putusan.

4. Putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk
mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan
sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Purbalingga
Kelas IB untuk menunjang Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
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No

B. RENCANA KINERJA 2023

Unit Organisasi

Kinerja Utama

Terwujudnya

Peradilan yang Pasti.

Transparan dan
Akuntabel

yang puas terhadap layanan
peradilan

Manajemen

Kegiatan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Pembinaan
Administrasi
dan

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
: Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB
Indlkator Kinerja Utama Target Program
. Persentase perkara yang Penegakan
diselesaikan tepat waktu: dan
1 Perdata 100%  Pelayanan
2. Pidana 100%  Hukum
. Persentase putusan yang 5%
menggunakan pendekatan
keadilan restorative justice:
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 90%
banding:
Persentase sisa Perkara Anak yang 5%
diselesaikan dengan Diversi
. Indeks persepsi pencari keadilan 85% Dukungan

Indikator
Kegiatan

Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan
penyelesaian
perkara
Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan
penyelesaian
perkara
Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan
penyelesaian
perkara
Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan
penyelesaian
perkara
Terselenggaranya
survei kepuasan
masyarakat

Target Anggaran
Rp.

240 122.505.000
Perkara

1
Tahun

150 5.263.794.000

A22
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Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

e. Persentase salinan putusan yang
dikirim ke para pihak tepat waktu

f. Persentase perkara yang
deselesaikan melalui mediasi
d. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum

(Posbakum)
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang ditindak lanjuti

100%

30%

100%

85%

Penegakan
dan
Pelayanan
Hukum

Dukungan
Manajemen

Penegakan
dan
Pelayanan
Hukum
Dukungan
Manajemen

Pengelolaan
Keuangan BUA

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan BUA
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum
Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan BUA

terhadap
layanan
peradilan

Terselenggaranya
pelaksanaan
pelayanan
penyelesaian
perkara

Terselenggaranya
penyelesaian
perkara melalui
mediasi

Terselenggaranya
layanan bantuan
hukum

Terlaksanakanya
eksekusi sesuai
dengan putusan

150
Perkara

Tahun

216
Perkara

Tahun

122.505.000

5.263.794.000

122.505.000

5.263.794.000



C. PERJIANJIAN KINERJA (DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NECER PURBALINGGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :Dian Erdianto, SH, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Setyawan Hartono, SH, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Selaku atasan langsung pihak pertama,Selanjutnya disebut
pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan
serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Target 1
1 Terwujudnya a.Persentase perkara yang
Peradilan yang diselesaikan tepat waktu:
Pasti, Transparan 1 Perdata 100%
dan Akuntabel 2. Pidana 100%
b.Persentase putusan yang 5%

menggunakan pendekatan
keadilan restorative justice :

c.Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum 90%
banding :
d.Persentase Perkara Anak yang 5%

diselesaikan dengan Diversi

e.Indeks persepsi pencari keadilan 85%
yang puas terhadap layanan

peradilan

2. Peningkatan a. Persentase salinan putusan yang 100%
Efektifitas dikiim ke para pihak tepat waktu
Pengelolaan
Penyelesaian b. Persentase perkara yang 30%
Perkara deselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya a. Persentase pencari keadilan 100%
Akses Peradilan golongan tertentu yang
bagi Masyarakat mendapat layanan bantuan
Miskin dan hukum (Posbakum)
Terpinggirkan

4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 85%
Kepatuhan yang ditindak lanjuti
Terhadap Putusan
Pengadilan
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Kegiatan: Anggaran :

1 Pembinaan Administrasi dan 1 Rp. 5.172.794.000,- (Lima
Pengelolaan Keuangan Milyar Seratus Tujuh Puluh
Badan Urusan Administrasi Dua Juta Tuuh Ratus
(DIPA.OL) Sembilan Pulun Empat

Ribu Rupiah).

2. Pengadaan  Sarana dan 2 Rp. 91.000.000,-

Prasarana di  Lingkungan (Sembilan Puluh Satu Juta
Mahkamah Agung (DIPA.O1) Rupiah)

3. Peningkatan Manajemen 3. Rp. 122.505.000,- (Seratus
Peradilan Umum (DIPA.03) Dua Puluh Dua Juta Lima
Ratus Lima Ribu Rupiah)
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BAB Il - AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, msi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan msi organisasi. Pengukuran kinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB tahun 2021, dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian
target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target
yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

a\
r 27
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Organisasi: Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

No Sasaran
Strategis
1 Terwujudnya

Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel

Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatny
a Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
Meingkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

a.

a.

Persentase

. Persentase

. Persentase putusan

. Persentase

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:

1 Perdata

2. Pidana

. Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu:
1 Perdata
2. Pidana

. Persentase penurunan sisa perkara :

1 Perdata
2. Pidana

. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:
1 Banding

2. Kasasi

3. Peninjauan Kembali (PK)

. Persentase sisa Perkara Pidana Anak

yang diselesaikan dengan Diversi

Indeks Responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
perkara
deselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putusan
Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

yang

. Persentase perkara yang diselesaikan

diluar Gedung Pengadilan

pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)
Putusan Perkara Perdata

yang ditindak lanjuti

Tar Rea Rea Rea
SI Sl To

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

79% 74,1%71,1%92,9%
79% 96% 94,7%96,9%

1% 66% 100% 66%
1% 56% 100% 56%

7% 97,8%99,7%99.5%
79% 98,3%99,8%099,7%
79% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 10%
80% 96, 97, 93,7%
57% 03%

100% 100% 100% 100%

1% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

0% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

10% 3,7% 6,4% 5%%
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a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Purbalingga
memperoleh DIPAOL dengan Nomor SP-DIPA  005-01-
.2.098036/2021 tanggal 23 November 2020 untuk Tahun
Anggaran 2021 dengan Program Dukungan Managemen,
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi, jumlah anggaran DIPA (01) Awal,
seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021
adalah sebesar Rp. 5.120.110.000,- (Lima Milyar Seratus Dua
Pulun Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian telah
diadakan Revisi Anggaran sehingga total pagu menjadi Rp.
4.649.850.000,- . (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp.
4.521.357.037,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Pulun Satu Juta
Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
dengan persentase serapan sebesar 97,23 %

b. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Purbalingga
memperoleh DIPAOL dengan Nomor SP-DIPA 005-01-
.2.098036/2021 tanggal 23 November 2020 untuk Tahun
Anggaran 2021 dengan Program Pengadaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Agung meliputi
Belanja Modal Pada tahun 2021, jumlah anggaran DIPA (01)
Awal seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 18.804.940.000,- (Delapan Belas Milyar
Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah), kemudian telah diadakan Revisi Anggaran sehingga
total pagu menjadi Rp. 18.549.199.000,- . (Delapan Belas Milyar
Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah).



LKJIP (Laporan Kinerja Inslansi Pemerintah)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp.
18.425.694.835,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh
Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan

Ratus Tlga Puluh Lima Rupiah), dengan persentase serapan
sebesar 99,33%

. DIPA (03) Badan Peradilan Umum,

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Purbalingga
memperoleh  DIPA-0O3 dengan Nomor SP-DIPA 005
03.2.099126/2021 tanggal 23 November 2020 untuk Tahun
Anggaran 2021 dengan Program Penegakan dan Pelayanan
Hukum Tahun 202, jumlah anggaran DIPA (03) Awal seluruhnya
sesual tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah
sebesar Rp. 121.005.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ribu
Rupiah) kemudian telah diadakan Revisi Anggaran sehingga
total pagu menjadi Rp. 95.468.000,- . (Sembilan Puluh Lima Juta
Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.
92.905.800,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu

Delapan Ratus Rupiah) dengan persentasi serapan sebesar
97,32 %
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B. ANALISIS AKUNTABILITAS

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB
Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama, untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2021, Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB telah
melaksanakan selurun kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang
ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL
Untuk sasaran strategis terwujudnya proses peradilan
yang pasti transparan dan akuntabel, terdapat 6 (enam)
indikator yang harus diselesaikan dengan baik, indikator
tersebut adalah :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Presentase penurunan sisa perkara

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

® o 60 T

Presentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

1) Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang
Diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ssa
Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara
sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara
yang ada. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata,
yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pa
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tahun 2021, ternyata dapat tercapai 100 % Hal ini berarti
bahwa sisa perkara pada tahun 2020, yaitu Pidana
sejumlah 36 perkara dan Perdata sejumlah 23 perkara,
dengan rincian pada semester pertama 59 perkara dari
59 perkara ( 100 %9 dan semester kedua O perkara dari O
perkara ( 100 %), seluruhnya dapat diselesaikan di tahun
2021.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 yang
mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa
sistem kerja yang Dberlaku di Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB telah berjalan dengan baik dan
lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun
sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Sisa Perkara Sisa Perkara

No. Sisa Perkara

Tahun 2020 Diselesaikan
1 Perkara Pidana 36 36
2 Perkara Perdata 23 23

Sisa Perkara Yang Diselesaikan

2) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Tepat Waktu
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara
yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara
yang diregister pada tahun 2021 dan sisa perkara
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2020. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase

perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana,

perkara Perdata pada tahun 2021.

a) Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana Biasa yang
diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 7941 %
yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 135 perkara dengan perkara yang
diregister sebesar 159 perkara dan sisa 24 perkara.
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan
pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari total
keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 84,9 % dengan rincian pada
semester pertama 80 % dengan rincian 68 perkara
putus dari 85 perkara yang diregister dan semester
kedua 73,62 %dengan rincian 67 perkara putus dari
91 perkara di register. Hal ini menunjukan bahwa
sisa perkara telah dapat diselesaikan dengan tepat
waktu. Berikut tabel mengenai keadaan perkara
pidana Biasa tahun 2021.
KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA

D PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021

SSA SSA
NO BULAN TAHUN MASUK PUILS TAHWN
2020 2021
1 Januari b 9 21
2 Pebruari 3 1
3 Maret 13 15
4 April 10 7
5 Mei 7 6
6 Juni 8 8
7 Juli 4 3
8 Agustus 19 n
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[9~~ September 7 8
10 Oktober 20 19
11 November 17 n
12 Desember 7 15 24
JUMLAH 124 135

Keadaan Perkara Pidana Biasa

160
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o
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a SISATAHUN 2020 iIMASUK  uPUTUS 1 SISATAHUN 2021

b) Persentase Perkara Pidana Singkat/Cepat/Lalu

Lintas yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalu

Lintas yang diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar:

100 % Untuk Pidana Singkat, yaitu perbandingan
perkara yang diminutasi sebesar 0 perkara
dengan perkara yang diregister sebesar O
perkara dan sisa O perkara, dengan rincian pada
semester pertama 0 perkara dari 0 perkara (100
% dan semester kedua O perkara dari O perkara
(100%).

100 % Untuk Pidana Cepat, yaitu perbandingan
perkara yang diminutasi sebesar 8 perkara
dengan perkara yang diregister sebesar
perkara dan sisa O perkara, dengan rincian pp
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semester pertama O perkara dari O perkara (100
% dan semester kedua 8 perkara dari 8 perkara
(100%).

i. 100 % Untuk Pidana Lalu Lintas, vyaitu
perbandingan perkara yang diminutasi sebesar
4481 perkara dengan perkara yang diregister
sebesar 4481 perkara dan sisa O perkara, dengan
rincian pada semester pertama 240 perkara dari
240 perkara(100 % dan semester kedua 4241
perkara dari 4241 perkara (100 %).

Persentase perkara Pidana Singkat/Cepat/Lalu
Lintas yang diselesaikan pada tahun 2021
ditargetkan 79% dari total keseluruhan perkara
yang masuk realisasinya tercapai 100 % dengan
rincian pada semester pertama 100 % dan semester
kedua 100 % Berikut tabel mengenai keadaan
perkara pidana Singkat/Cepat/Lalu Lintas tahun
2021.

KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LL
Dl PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021

1 SINGKAT

S3A SSA
NO BULAN TAHN MASUK PRJWS TAHUN

2020 2021
1  Januari 0 0 0

Pebruari 0 0
Mare. 0 0
Aporil

Mei

Juni

Agustus
September



LKJIP (Laporan Kinerja Inslami Pemerintah)

10 Oktober d 0

11 November 0 0

12 Desember 0 0 0
JUMLAH 0 0

Pidana Singkat

0,9
0,8
0,7
0,6
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0,4
0,3
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0,
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2. CEPAT
SISA SISA
NO BULAN TAHUN MASUK PUIUS TAHUN
2020 2021
1 Januari 0 2 2
2 Pebruari 0 0
3 Maret 1 1
4 April 1 1
5 Mei 0 0
6 Juni 2 2
7 Juli 8 8
8 Agustus 0 0
9 September 0 0
10 Oktober 0 0
1 November 0 0
12 Desember 0 0 0

JUMLAH

l_\
>
=
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Pidana Cepat
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3. LALU LINTAS
SA SSA
NO BULAN TAHN MASUK RUILS TAHWN
2020 2021
1 Januari 0 0 0
2 Pebruari 0 0
3 Maret 0 0
4  April 25 25
5 Mei 33 3
6  Juni 132 182
7 Juli 660 660
8  Agustus 707 707
9  September 1504 154
10 Oktober HA 34
11 November 1016 1016
12 Desember ' 0 0 0

JUMLAH 4481 481
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Pidana Lalu Lintas
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c) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana Anak yang
diselesaikan di tahun 2021 adalah sebesar 100 %
yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 4 perkara dengan perkara pidana anak
yang diregister sebesar 4 perkara sisa 0 perkara,
dengan rincian pada semester pertama 3 perkara
dari 3 perkara ( 100 % dan semester kedua 1
perkara dari 1perkara ( 100 %).

Persentase perkara Pidana Anak yang
diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari
total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya
tercapai 100 % Berikut tabel mengenai keadaan
perkara pidana Anak tahun 2021.

KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021
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3  Maret 0 0

4  April 1 0

5 Mei 0 1

6  Juni 0 0

7 Ju 0 0

8  Agustus 0 0

9  September 0 0

10 Oktober 0 0

11 November 1 1

12 Desember 0 0 0
JUMLAH 3 4

Pidana Anak

45

i5

¥

O T I 1
\ S A

1 SISATAHUN 2020 a MASUK a PUTUS 1 SISAAKHIR 2021

d) Persentase Perkara Perdata Gugatan yang
diselesaikan
Persentase perkara Perdata Gugatan yang
diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 71 % yaitu
perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 33
perkara dengan perkara yang diregister sebesar 41
perkara dan sisa 8 perkara, dengan rincian pada
semester pertama 15 perkara dari 25 perkaraf 60 %9
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dan semester kedua 18 perkara dari 26 perkara
(69,2 %

Persentase perkara Perdata Gugatan yang
diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari
total keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 80,48 % Hal ini dikarenakan
pada tahun 2020 masih ada sisa perkara Perdata
Gugatan yang belum diputus dan akhirnya
diselesaikan pada tahun 2021. Hal tersebut
mengurangi persentase perkara yang diselesaikan
pada tahun 2021 dengan tepat waktu. Berikut tabel

mengenai keadaan perkara pidana Biasa tahun
2021.

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
Dl PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021

SSA SSA
NO BULAN TAHN MASUK PRI AKHR
2020 2021
1 Januari 9 4 2
2 Pebruari 4 2
3 Maret 4 4
4  Apil 2 5
5 Mei 0 1
6 Juni 2 1
7 Qi 5 2
8 Agustus 4 5
9 September 2 2
10 Oktober 1 5
11 November 2 0
12 Desember 2 4 8
JUMLAH 16 15
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Perdata Gugatan
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e) Persentase Perkara Perdata Permohonan yang
diselesaikan

Persentase perkara Perdata Permohonan yang
diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 97,41 %
yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 113 perkara dengan perkara yang
diregister sebesar 116 perkara dan sisa 3 perkara,
dengan rincian pada semester pertama 63 perkara
dari 67 perkara( 94,03 % dan semester kedua 50
perkara dari 53 perkara (94,34 %).

Persentase perkara Perdata Permohonan yang
diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari
total keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 9741 % Berikut ini tabel
mengenai keadaan perkara perdata permohonan
tahun 2021.



LKJIP (Laporan Kinerja Inslansi Pemerintah)

KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
Dl PENGADILAN NEGERI PURBAUNGGA TAHUN 2021

SSA SSA
NO BULAN TAHN MASUK PRULS  AKHIR
2020 2021
1 Januari 0 8 8
2 Pebruari 8 7
3 Maret 17 17
4  April 8 7
5 Mei 9 n
6 Juni 17 13
7 Jdi 7 10
8 Agustus 5 6
9 September 10 9
10 Oktober 13 8
1 November 8 14
12 Desember 6 3 3
JUMLAH 116 113
Perdata Permrohoren
140
;:LI;IO)
80
60
40
ii 11 It li 1 I «J mt 1 h N 1.
S L -
s 0 S ’ Z“” ; g > s %
2 3 oc 2
| 2 3 4 5 6 / 8 9 10 1n 12

1 SISATAHUN 2020 1 MASUK iPULUS 1 SISAAKHIR 2021

f) Persentase Perkara Perdata Gugatan Sederhana
yang diselesaikan
Persentase perkara Perdata Gugatan
Sederhana yang diselesaikan tahun 2021 ad
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sebesar 94,11 % yaitu perbandingan perkara yang
diminutasi sebesar 16 perkara dengan perkara yang
diregister sebesar 17 perkara sisa 1 perkara, dengan
rincian pada semester pertama 4 perkara dari 6
perkara( 66,67 %9 dan semester kedua 12 perkara
dari 13 perkara (92,3 %).

Persentase perkara Perdata Gugatan
Sederhana yang diselesaikan pada tahun 2021
ditargetkan 79 % dari total keseluruhan perkara
yang masuk ternyata realisasinya tercapai 94,11
% Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara

perdata gugatan sederhana tahun 2021.

KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
Dl PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2020

SSA SSA

NO BULAN TAHN MASUK PUWS AKHR

2020 2021
Januari 1
Pebruari
Maret
April
Meli
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH

SRBow®®~NoOr~wWNR
BNNOOORNOROON
B ORrOOOWO R OONR
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Perdata Gugatan Sederhana
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g) Persentase Perkara Perdata Bantahan yang
diselesaikan

Persentase perkara Perdata Bantahan yang
diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 100 % yaitu
perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 2
perkara dengan perkara yang diregister sebesar 2
perkara sisa O perkara, dengan rincian pada
semester pertama 1 perkara dari 2 perkara( 50 %
dan semester kedua 1 perkara dari 1 perkara ( 100
%).

Persentase perkara Perdata Bantahan yang
diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari
total keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 100 % Berikut ini tabel

mengenai keadaan perkara perdata bantahan
tahun 2021.
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KEADAAN PERKARA PERDATA BANTAHAN
Dl PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021

SISA SISA
NO BULAN TAHUN MASUK PUTUS AKHR

2020 2021
Januari 1
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

JUMLAH

KRRBowo~Nou~wNpR
P OO0O0O000O0OO0OR OO0
NOROOOOR OO0OO0O0O0

Perdata Bantahan
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h) Persentase Perkara Perdata Konsinyasi yang
diselesaikan
Persentase perkara Perdata Konsinyasi yang
diselesaikan tahun 2021 adalah sebesar 92,30 %
yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 12 perkara dengan perkara yang diregister
sebesar 13 perkara sisa 1 perkara, dengan rincian
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100 % dan semester kedua 0 perkara dari 1 perkara
(0 %)

Persentase perkara Perdata Konsinyasi yang
diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 79 % dari
total keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 92,30 % Berikut ini tabel
mengenai keadaan perkara perdata Konsinyasi
tahun 2021.

KEADAAN PERKARA PERDATA KONSINYAS
Dl PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN 2021

SISA SISA
NO BULAN TAHUN MASUK PUTUS AKHR
2020 2021
1 Januari 12 0 12
2 Pebruari 0 0
3 Maret 0 0
4  April 0 0
5 Mei 0 0
6 Juni 0 0
7 Jduli 0 0
8 Agustus 0 0
9 September 0 0
10 Oktober 0 0
11 November 1 0
12 Desember 0 0 K
JUMLAH 1 12

Konsinyasi
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3) Indikator Kinerja Presentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Presentase
Penurunan Ssa Perkara adalah perbandingan antara
sisa perkara tahun 2020 dengan jumlah sisa akhir perkara
tahun 2021 . Ssa Perkara tahun 2020 di Pengadilan
Negeri Purbalingga yang diselesaikan di tahun 2021
adalah perkara pidana sebesar 36 perkara sedangkan
perkara perdata sebesar 23 perkara kemudian untuk sisa
akhir perkara pada tahun 2021 yaitu perkara pidana
sebesar 24 perkara (penurunan 66,67 %),serta perkara
perdata sebesar 13 perkara (penurunan 56,5 %), dengan
rincian pada semester pertama 37 perkara dari 37
perkara (100 % dan semester kedua O perkara dari O
perkara ( 100 %). Berikut ini tabel mengenai Presentase
Penurunan Sisa Perkara :

No. Jenis Perkara Sisa Tahun Sisa Tahun
2020 2021

H Perkara Pidana 24

2 Perkara Perdata 23 13

Presentase Penurunan Sisa Perkara
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4) Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Ukuran capaian indikator Kkinerja presentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah
perbandingan antara sisa perkara yang diregister
dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya
hukum. Presentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga adalah
4624 perkara pidana dan 174 perkara perdata, jumlah
tersebut didapat dari jumlah perkara pidana yang
diregister tahun 2021 sebesar 4660 perkara dan jumlah
perkara perdata yang diregister tahun 2021 sebesar 189
perkara, dikurangi dengan jumlah perkara yang
mengajukan upaya hukum banding pidana 11 perkara
dan banding perdata 10 perkara, kasasi pidana 8
perkara dan kasasi perdata 5 perkara , O peninjauan
kembali pidana dan O perdata perkara, dengan rincian
pada semester pertama 9 perkara banding dan 7
perkara kasasi kemudian semester kedua 12 perkara
banding dan 6 , sehingga diperoleh persentase tidak
mengajukan upaya hukum untuk perkara pidana
sebesar 99,61 % dan 92,06 % perkara perdata. Berikut ini

tabel presentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum :

Perkara Upaya Hukum Jumlah_Tidak Mengajukan
Tahun Mengajukan Upaya
Perkara 2021 Banding Kasasi Pk Upaya Hukum HUkum

No. Jenis

7 ~ Perkara 4660 1 1 8 10 4624 18
Pidana _

2  Perkara  1g9 10 0 174
Perdata
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Prosentase Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Mengajukan Upaya Hukum

PK

Kasasi

Banding

lumlah Perkara Masuk

0 1000 2000 3000 4000 5000

1 Perkara Perdata n Perkara Pidana

5) Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan Dengan Diversi
Ukuran capaian indikator kinerja Presentase Perkara
Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah
perbandingan antara perkara pidana anak yang
diminutasi dengan jumlah perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan cara diversi. Presentase Perkara
Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi di
Pengadilan Negeri Purbalingga adalah jumlah perkara
pidana anak yang diminutasi pada tahun 2021 sebesar 4
perkara dan perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi sebesar 0 perkara dengan persentase 0
%, dengan rincian pada semester pertama 0 perkara
dari 3 perkara(0 % dan semester kedua O perkara dari 1
perkara ( O %). Berikut ini tabel mengenai Presentase
Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi:
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. Minutasi Diversi Tahun
No. Jenis Perkara
Tahun 2021 2021
1 Perkara Pidana 4 0
Anak
Diversi

11,5

4
35

3
25

2
15

1
0,5

0

2 3
1 No. Jenis Perkara 1 No. Jenis Peikaia a 1Peikara Pidana Anak

6) Indikator Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan
Ukuran capaian indikator kinerja Indeks Responden
Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan adalah hasil survey Kepuasan Masyarakat
Yang dilaksanakan rutin setiap periode per tahun
anggaran untuk mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri
Purbalingga yang diperoleh dari quisoner yang
disebarkan secara acak kepada sample pengunjung.

Berikut adalah tabel mengenai tingkat Kepuasan



LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Indeks Kepuasan Hasil Survey Target Survey

No. Masyarakat (dalam %) (dalam%o)
1 Triwulan 1 93,99 % 80%
2 Triwulan 1l 96,57 % 80%
3 Triwulan Il 96,01 % 80%
4 Triwulan IV 97,03 % 80%
Indeks Kepuasan Masyarakat
100,005
80,00%
60,00%

110,00%

20,00%

0,00%

Triwulan | Triwulan 11 Trivvulan 11l Triwulan IV
1 2 3
a Hasil Survey (dalam %) 1 Target Survey (dalam%)

2. PENINGKATAN HEKTIHTAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN

PERKARA

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara , digunakan 4 (empat) indikator kinerja

yaitu :

a. Persentase i putusan yang diterima pihak tepat waktu

b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase perkara yang diajukan abanding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat
dan dapat diakses secara online dalam 1 sehari setelah
putusan
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1)

2)

Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima
PihakTepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase I9
Putusan Yang Diterima Pihak Tepat Waktu adalah
perbandingan antara berkas perkara yang diputus
Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IBpada tahun 2021
dengan salinan putusan yang diterima pihak dengan
tepat waktu.

Indikator kinerja Persentase 9 Putusan Yang
Diterima PihakTepat Waktu tahun 2021 yang ditargetkan
100 % ternyata dapat tercapai 100 % dengan rincian
pada semester pertama 413 perkara dari 413 perkara
(100 % dan semester kedua 4399 perkara dari 4399
perkara (4399 %), dan semua putusan yang dibacakan
semua pihak yang terkait telah memperoleh salinan
putusan sesuai dengan waktu dibawah dengan waktu
maksimal yang ditentukan.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah perbandingan
antara berkas perkara perdata yang masuk register
gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB
pada tahun 2021 dengan dengan berkas perkara yang
diselesaian dengan cara Mediasi / Mediasi Berhasil.

Indikator kinerja Persentase Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Dengan Cara Mediasi tahun 2021
yang ditargetkan 1 % dari jumlah perkara yang masuk
register perkara gugatan, gugatan sederhana dan
bantahan di tahun 2021 adalah 13 Perkara dan jumlah

perkara yang diselesaikan dengan cara med
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3)

(Mediasi Berhasil) adalah 0 perkara sisa 1 perkara
mediasi, dengan rincian pada semester pertama O
mediasi berhasil dari 8 perkara mediasi ( 0 % dan
semester kedua 0 mediasi berhasil dari 6 perkara mediasi

(0 %), dengan prosentase perolehan total sebesar 0 %

Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang
Digjukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara
Lengkap dan Tepat Waktu adalah perbandingan antara
berkas perkara yang diajukan upaya hukum di
Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB pada tahun 2021
dengan dengan dengan berkas yang dikirimkan
dengan lengkap dan tepat waktu.

Indikator kinerja Persentase Berkas Perkara Yang
Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan
Tepat Waktu tahun 2021 yang ditargetkan 100 %
ternyata semua dapat dikiimkan dengan lengkap dan
tepat waktu karena dari jumlah 21 banding, 13 kasasi, 0
peninjauan kembali, dengan rincian pada semester
pertama 9 perkara dari 9 perkaraj 100 %9 banding dan 7
perkara dari 7 perkara ( 100 % kasasi, serta semester
kedua 12 perkara dari 12 perkaraj 100 % banding dan 6
perkara dari 6 perkara ( 100 % kasasi, semuanya telah

lengkap dan kirimkan dengan tepat waktu.
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4) Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang
Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses
Secara Online Dalam Waktu 1 Satu Hari Setelah Putusan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Putusan
Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses
Secara Online Dalam Waktu 1 Satu Hari Setelah Putusan
adalah perbandingan antara berkas perkara yang
diputus di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB pada
tahun 2020 dengan dengan putusan yang dapat
diakses masyarakat.

Indikator kinerja Persentase Putusan Yang Menarik
Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara
Online Dalam Waktu 1 Satu Hari Setelah Putusan tahun
2021 yang ditargetkan 100 %tiap semesternya, ternyata
semua dapat diakses dalam waktu 1 satu hari setelah
putusan  dibacakan sebab  Pengadilan  Negeri
Purbalingga Memiliki Aplikasi SIPP Web yang diberikan
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
datanya diperbarui setiap harinya dengan cara
Sinkronisasi antara data SPP Web Pengadilan Negeri
Purbalingga dengan SPP Lokal yang berada di jaringan
Lokal / LAN (Local Area Network) yang ada di
Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DAN TERPINGGIRKAN
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin Yang dan Terpinggirkan, digunakan 3
(tiga) indikator kinerja yaitu :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedun

pengadilan
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c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

1) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang

2)

Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara
Prodeo yang deselesaikan adalah perbandingan jumlah
perkara yang diusulkan diregister dengan jumlah Perkara
Prodeo yang deselesaikan. Indikator kinerja persentase
Perkara Prodeo yang deselesaikan tahun 2020 yang
ditargetkan 0% setiap semesternya, realiasi perkara
prodeo adalah 0% karena pada tahun 2021 tidak ada

perkara prodeo di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas
B

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Diluar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan adalah
perbadingan perkara yang diregister di Pengadilan
Negeri Purbalingga Kelas 1B dan perkara yang di
selesaikan diluar Gedung Pengadilan. Indikator kinerja
persentase Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar
Gedung Pengadilan tahun 2021 yang ditargetkan 0 %
ternyata dapat tercapai hingga 100 % sebab pada
tahun 2021 terdapat sidang diluar gedung pengadilan
berupa sidang pelanggaran protocol Covid-19 sejumlah
7 perkara, dengan rincian pada semester pertama 0O
perkara dari 0 perkara(100 % dan semester kedua 7
perkara dari 7 perkara (100 %),
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3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang
Mendapat Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Ukuran capaian indikator kinerja Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapat Pelayanan Bantuan
Hukum (Posbakum) adalah perbandingan perkara
pidana yang diregister pada tahun 2021 dengan
perkara pidana yang mendapat pelayanan bantuan
hukum (Posbakum). Indikator kinerja Pencari Keadilan
Golongan Tertentu Yang Mendapat Pelayanan Bantuan
Hukum (Posbakum) tahun 2020 di Pengadilan Negeri
Purbalingga ditargetkan 100 % dari total perkara pidana
diregister yang berhak memperoleh bantuan hukum
yaitu sebesar 41 perkara dengan jumlah perkara yang
mendapat pelayanan bantuan hukum (Posbakum)
sebesar 41 perkara dengan rincian pada semester
pertama 17 perkara dari 17 perkara (100 % dan
semester kedua 24 perkara dari 24 perkara ( 100 %).

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan, digunakan 1 (satu) indikator kinerja
yaitu:

a. Persentase Putusan Perkara Yang Ditindak Lanjuti

1) Presentase Putusan Perkara Yang Ditindak Lanjuti
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Putusan
Perkara Yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan
jumlah putusan perkara perdata tahun 2021 dengan
putusan yang diajukan register eksekusi dan telah
dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator Persentase

Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti tahun 2021
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Pengadilan Negeri Purbalingga ditargetkan 10 %
ternyata dapat tercapai hingga 51 % dari jumlah
putusan perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana
dan bantahan sebesar 58 perkara serta diajukan
eksekusi 3 perkara sisa 1 perkara, juga eksekusi yang
telah dilaksanakan sebesar 3 perkara dengan rincian
pada semester pertama 2 perkara dari 31 perkara bht

(6,4 %)dan semester kedua 1 perkara dari 27 perkara (3,7
%).
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C AKUNTABILITAS KEUANGAN

1 REALISAS ANGGARAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta
untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh
penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari:

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri
Purbalingga memperoleh DIPA-01 dengan Nomor SP-DIPA
005-01-.2.098036/2021 tanggal 23 November 2020 untuk
Tahun Anggaran 2021 dengan Program Dukungan
Managemen, Pembinaan Administrasi dan Pengeiolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi, jumlah anggaran
DIPA (01) Awal, selurunnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
5.120.110.000, - (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus
Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian telah diadakan Rewvisi
Anggaran sehingga total pagu menjadi Rp.
4.649.850.000, - . (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp.
4.521.357.037,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tujuh
Rupiah) dengan persentase serapan sebesar 97,23 %

b. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri
Purbalingga memperoleh DIPA-O1 dengan Nomor SP-DIPA
005-01-.2.098036/2021 tanggal 23 November 2020 untuk
Tahun Anggaran 2021 dengan Program Pengada
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Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Agung meliputi Belanja Modal Pada tahun 2021, jumlah
anggaran DIPA (01) Awal seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
18.804.940.000,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus
Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),
kemudian telah diadakan Revisi Anggaran sehingga total
pagu menjadi Rp. 18.549.199.000,- . (Delapan Belas Milyar
Lima Ratus Empat Pulun Sembilan Juta Seratus Sembilan
Pulun Sembilan Ribu Rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp.
18.425.694.835,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua
Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dengan
persentase serapan sebesar 99,33%

c. DIPA (03) Badan Peradilan Umum,
Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri
Purbalingga memperoleh DIPA-03 dengan Nomor SP-DIPA
005-03.2.099126/2021 tanggal 23 November 2020 untuk
Tahun Anggaran 2021 dengan Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum Tahun 202, jumlah anggaran DIPA (03)
Awal seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja
Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 121.005.000,- (Seratus Dua
Puluh Satu Juta Lima Ribu Rupiah) kemudian telah
diadakan Revisi Anggaran sehingga total pagu menjadi
Rp. 95.468.000,- . (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus
Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp.
92.905.800,- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persentasi
serapan sebesar 97,32 %
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Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri
Purbalingga tahun anggaran 2021, rincian pagu awal, pagu
revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah
sebagai berikut:

)PAGU DAN REAUSAS DPA (01) BADAN URUSAN
ADMINISTRAS], PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi Program Dukungan Managemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
adalah sebagai berikut:

NO KEGATAN PAGU(Rp) PAGU(Rp)  REAUSAS %
Awal Revisi (Rp)
Belanja

1 'egawai (Gaji pp 5120.110.000,- Rp.4.649.850.000.- Rp. 4.521.357.037,- 97.237=
dan

Tunjangan)

2 Belanja Rp. 18.804.940.000,- Rp.18.549.199.000,- Rp. 18.425.694.835,- 99.33%
Barang

REALISASI DIPA 01

Belanja Pegawai (Gaji Belanja Barang
dan Funjangan)

1 Awal * Revisi «Realisasi
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a)Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) meliputi
beianja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja
modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

i.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
Pagu belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) dalam
DIPA Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pengadilan
Negeri Purbalingga sebesar Rp. 3.937.600.000,- (Tiga
Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus
Ribu Rupiah), dari keseluruhan pagu anggaran yang
diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
Pengelolaan Keuangan dan Perbedaharaan satuan
kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

Il.Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan)
tahun anggaran 2021, terdapat revisi anggaran |,
hingga pagu revisi terakhir menjadi Rp. 3.424.115.000,-
(Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus
Lima Belas Ribu Rupiah), kemudian anggaran belanja
pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar
3.385.339.653 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh
Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Total belanja pegawai
yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021, dapat kita
lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap

98,87 % dengan rincian belanja barang sebagai
berikut:
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NO

TOTAL DIPA REAUSASI SISA DANA
KODE JENIS BELANJA/MAK REV1SI|
TERAKHIR
TOTAL % TOTAL %
2 3 4 5 6 7 8
001 Gajl dan Tunjangan 3.424.115.000 3.385.339.653 98.87% 38.775.347 1.13%
511111 Belanja G aji Pokok PNS 1.492.817.000 1.487.466.580 99.64% 5.350.420 0.36%
Belanja Pembulatan Gaji
511119 ) PNS ) 29.000 21.016 72.47% 7.984 27.53%
Belanja Tunjangan
511121 Suami/Mri PNS 97.030.000 96.154.503 99.10% 875.492 0.90%
Belanja Tunjangan Anak
511122 ! PlilS 9 22.375.000 22.152.415 99.01% 222.585 0,99%
511123 Belanja Tunjangan 33.710.000 99.97%
. . . 0
Staiktural PNS 33.700.000 o 10.000 0.03%
Belanja Tunjangan
511124 Fun:qsionaji PI\?S 1.290.044.000 1.267.860.000 98.28% 22.184.000 1.72%
Belanja Tunjangan PPh
511125 PNS 152.124.000 148.722.334 97.76% 3.401.666 2.24%
Belanja Tunjangan Beras
511126 ! PIJ\IS 9 72.276.000 71.695.800 99.20% 580.200 0.80%
511129 Belanja Uang M akan PNS 249.600.000 243.457.000 97.54% 6.143.000 2.46%
Belanja Tunjangan Umum
511151 ! jang 14.110.000 14.110.000 100,00% 0 0.00%

PNS

iii.Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima
dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat terdapat
ssa anggaran sebesar Rp. 38.775.347,- (Tiga Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga
Ratus Empat Puluh Tuuh Rupiah) atau dengan
persentase 1,13 % dari total pagu belanja pegawai

(Gaji dan Tunjangan).

b) Belanja Barang

Belanja barang (Operasional dan Pemeliaharaan
Perkantoran) vyaitu pengeluaran untuk pembelian
barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu
satu tahun  anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan serta untuk pembelian
jasa perjalanan dinas yang habis pakai dalam kurun
waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
beban perjalanan dinas biasa. Perhitungan dan
penilaian belanja barang dilakukan berdasar
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standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan

penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan

dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat
maupun belanja barang tidak mengikat.

. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021 di lingkungan
Pengadilan  Negeri  Purbalingga sebesar Rp.
1.177.510.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Jutuh
Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dari keseluruhan
pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan Pengelolaan Keuangan
dan Perbedaharaan satuan kerja Pengadilan Negeri
Purbalingga.

. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang) Tahun Anggaran 2021,
terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir
menjadi Rp. 1.220.735.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua
Pulun Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),
kemudian anggaran belanja barang yang terserap
atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.136.017.384,- (Satu
Milyar Seratus Tiga Pulun Eman Juta Tujuh Belas Ribu
Tiga Ratus Delapan Pulun Empat Rupiah). Total belanja
barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021,
dapat kita lihat pada pagu belanja barang
(Operasional dan Pemeliaharaan Perkantoran) yang
telah terserap 93,06 % dengan rincian belanja barang
sebagai berikut:
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NO KODE

002

A

521111

521119

521811

521111

521114

522111

522112

522113

522141

523111

JENIS BELANJA/MAK

3

Operaslonal dan
Pemellharaan kantor
KEBUTUHAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN
Belanja Keperluan
Perkonloran

Gaji Paia Tenaga Honorer

Pengadaan/Penggantian
Invenlaris
Langganan Sural
Kabar/Berita/M ajalah

AirMinum/Galon

Biaya Penjilidan

Biaya Pengangkulan
Sampah

PBBRumah Dinas Kosong

Belanja Barang
Operasional lainnya
Keperluan Sehari-hari
Perkanloran Lainnya

Belanja Barang
Persediaan Barang

Konsumsi

Biaya Keperluan Sehari-
hari Perkanloran

LANGGANAN DAYA DAN
JASA

Belanja Keperluan
Perkanloran

Langganan Internet

Langganan Web Hosting

Langganan LisesnsiVideo
Conference
Belanja Pengiriman Sural
Dinas Pos Pusal
Biaya Pengiriman Sural
Dinas

Belanja Langganan Listrik

Langganan Lislrik

Belanja Langganan
Telepon

Langganan Telepon
Belanja langganan Air

Langganan Air (PDAM)

Belanja Sewa

Banluan Sewa Rumah
Dinas Hakim

PEMELIHARAAN KANTOR
Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung
dan Banaunan

Pemeliharaan Gedung
Kantor

TOTAL DIPA
REVISI
ICKAKHIK

1.220.735.000

210.269.000

196.976.000

1.800.000

3.000.000

4.200.000

1.093.000

2.400.000

800.000

28.737.000

60.870.000

172.000.000

168.400.000

1.000.000

2.600.000

6.000.000

144.000.000

9.600.000

10.200.000

15.120.000

185.412.000

166.320.000

REALISASI

TOTAL

1.136.017.384

209.032.158

196.976.000

1.695.000

2.734.000

4.137.900

363.000

2.400.000

726.258

14.980.850

60.840.350

171.102.514

168.377.764

574.750

2.150.000

3.915.000

116.782.309

1.590.724

7.891.250

10.800.000

182.474.500

165.518.500

%

93,06%

99.41%

100,00%

94,17%

91,13%

98,52%

33.21%

100.00%

90.78%

52,13%

99.95%

99.48%
99.99%
57.48%

82.69%

65.25%

81.10%

16.57%

77.37%

71.43%

98.42%

99,52%

SISA DANA
TOTAL %
7 8
6.94%
84.717.616
1.236.842 0,59%
0 0.00%
105.000 5.83%
266.000 8,87%
62.100 1.48%
730.000 66.79%
0 0,00%
73.742 9.22%
13.756.150 47,87%
29,650 0,05%
897.486 0,52%
22.236 0,01%
425.250 42.53%
450.000 17.31%
2.085.000 34.75%
27.217.691 18.90%
8.009,276 83.43%
2.308.750 22.63%
4.320.000 28.57%
2.937.500 1.58% 1
801.500 0.48%
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523119

523121

521115

521119

521119

522191

521119

G

524111

Pemeliharaan Hataman
Gedung Kanlor

Pemeliharaan Pos Jaga

Pemeliharaan Rumoh
Gensel
Pemeliharaan Pagar
Gedung Kanlor
Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Rumah
Dinas
Belanja Biaya
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda - 4
Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda - 2

Pemeliharaan PC

Pemeliharaan
Laplop/Nolebook

Pemeliharaan Ptinler
Pemeliharaan AC Split
Pemeliharaan Gensel

Bahan Bakar Gensel

Pemeliharaan inventaris
kanlor
PEMBAYARAN TERKAIT
PELAKSANAAN
OPERASIONAL KANTOR
Honor Operasional
Saluan Keria
Honor KPA, PPK. Penguji
Tagihan/Penandalangan
SPM, Bendahara

Belanja Barang
Operasional Lainnya

Pakaian Dinas Pegawai

Pakaian Kerja Salpam

Pakaian Kerja
Sopir/Pramubakti/Pelugas
Kebersihan
PELANTIKAN DAN
PENGAMBIIAN SUMPAH
JABATAN
Belanja Barang
Operasional Lainnya

Konsumsi
Belanja Josa Lainnya

Jasa Rohaniwan

RAPAT KOORDINASI
INTERNAL

Belanja Barang
Operasional Lainnya

Konsumsiunluk Rapal

KONSULTASI KE TINGKAT
BANDING

Perjalanan Dinas Biasa

KONSULTASI KE
KPPN/KPKNL/KANWIL

7.500.000

5.056.000

1.536.000

5.000.000

54.902.000

135.640.000

90.000.000

7.000.000

2.800.000

8.200.000

6.600.000

16.470.000

1.170.000

1.000.000

2.400.000

37.200.000

36.185.000

31.585.000

1.600.000

3.000.000

3.080.000

2.280.000

800.000

7.380.000

64.200.000

6.956.000

5.000.000

5.000.000

54.620.000

128.470.117

88.350.483

6.613.634

1.554,000

7.560.000

5.565.000

16.431.000

2.396.000

37.200.000

36.185.000

31.585.000

1.600.000

3.000.000

1.770.000

1.520.000

250.000

7.072.000

53.717.212

92.75%

98.89%

0.00%

100.00%

99.49%

94,71%

98.17%

94.48%

55,50%

92.20%

84,32%

99.76%

0,00%

0.00%

99.83%

100.00%

100,00%

100.00%

100.00%

100.00%

57.47%

66.67%

31.25%

95.83%

83.67%

544.000

56.000

1.536.000

282.000

7.169.883

1.649.517

386.366

1.246.000

640.000

1.035.000

39.000

1.170.000

1.000.000

4.000

1.310.000

760.000

550.000

308.000

10.482.788

7.25%

1.11%

100.00%

0.00%

0.51%

5.29%

1.83%

5.52%

44,50%

7,80%

15.68%

0,24%

100.00%

100.00%

0.17%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

42.53%

33.33%

68,75%

4.17%

16.33%
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524)11 Perjalanan Dinas Biasa

PENANGANAN PANDEMI
COVID-19

Keperluan Operasional

521131 Penanganan Pandemi
Covid-19

1

PENANGANAN
COVID/RAP1D TEST

J
522192 Rapid Tesl

1066.EAC layanan Umum

Non Operasional Salker
Daerah

052

Penanganan Pandemi
Covid-19

521241

18.860.000

17.080.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

lii. Sisa Anggaran Pelaksanaan

17.698.000

17.075.400

2.800.000

4.794.000

4.794.000

93.84%

99.97%

70,00%

95,88%

95.88%

1.162.000

4.600

1.200.000

206.000

206.000

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima
dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa
anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp
84.717.616,- (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam
Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan RuDelapan
Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam
Ratus Enam Belas Rupiah) atau dengan persentase 6,94
% dari total pagu belanja barang (Operasional dan
Pemeliaharaan Perkantoran).

2) PAGU DAN REAUSAS DIPA (01)

BADAN URUSAN
ADMINISTRAS], PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai

berikut:
NO KEGATAN PAGU (Rp) PAGU (Rp)
Awal Revisi
1 Belanja

Modal

REALISAS

(Re)

Rp. 18.804.940.000,- Rp. 18.549.199.000,- Rp. 18.425.494.835,- 99,33%

6,16%

0.03%

30.00%

4.12%

4.12%

%
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BELANJA MODAL

1.89E* 10
1.88EHO
1,87E110
1.86EUO
1.85EHO
1,84E< 10
1,83Ei 10

1.82E110

PAGU (Rp) Awal PAGU (Rp) Revisi REALISASI

a)Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana,
antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisk yang mendukung
untuk tupoksi.

l. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Pagu belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan) dalam DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi  Tahun Anggaran 2021 di lingkungan
Pengadilan  Negeri  Purbalingga sebesar Rp.
18.804.940.000,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus
Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima
tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
Pengelolaan Keuangan dan Perbedaharaan satuan
kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.

ii. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang (Pengelolaan Keuan
dan Perbendaharaan) Tahun Anggaran 2
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terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir
menjadi Rp. 18.549.199.000,- (Delapan Belas Milyar Lima
Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan
Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kemudian anggaran
belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah
sebesar Rp. 18.425.694.835,- (Delapan Belas Milyar
Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah). Total belanja barang (Pengelolaan Keuangan
dan Perbendaharaan) yang telah terealisasi Tahun
Anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja
barang (Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan) yang telah terserap 99,33 %,dengan
rincian belanja barang (Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan) sebagai berikut:

TOTAL DIPA REALISASI SISA DANA
NO KODE JENIS BELANJA/MAK REVISI
TERAKHIR
TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Sarana dan
1071 Prasarana di Lingkungan 18.549.199.000 18.425.694.835 99.33% 123.504.165 0.67%
Mahkamah Aqunqg
1071 .EAD.0OI Layanan Sarana Inlernal 187.500.000 186.900.000 99.68% 600.000 0.32%
Pengadaan Perangkat
052 Pengolah Data dan
Komunikasi
Belanja Modal Peralalan
532111 ! dan Mesin 37.500.000 37,500.000 100.00% 0 0.00%
- PC Panilera 3 unil 37.500.000 37.500.000 100.00% 0 0.00%
Pengadaan Peralalan
053 I
Fasilitas Perkanloran
BelanjaModal Peralalan
532111 dan Mesin 150.000.000 149.400.000 99.60% 600.000 0.40%
Meubelair 150.000.000 149.400.000 99,60% 600.000 0.40%
Layanan prasarana
1071.EAE.OO0I Inlernal 18.361.699.000 18.238.794.835 99.33% 122.904.165 0.67%
051 Pembangunan/Renovasi
Gedung dan Bangqunan
Belanja Penambah Nilai
533121 18.361.699.000 18.238.794,835 99.33% 122.904.165 0.67%
Gedung dan Banqunan
-Fisik 17.439.079.000 17.439.000.000 100,00% 79.000 0.00%
- Perencana 81.920.000 4.532.640 5,53% 77.387.360 94,47%
-Pengawas 708.500.000 708.500.000 100.00% 0 0.00%
- Pengelola Kegiatan 132.200.000 86.762.195 65.63% 45.437.805 34.37%

1
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lii. Ssa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima
dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa
anggaran dari pagu belanja barang (Pengelolaan
Keuangan dan Perbendaharaan) adalah Rp
123.504.165,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau
dengan persentase 0,67 % dari total pagu belanja
barang (Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan).

3) PAGU DAN REALISAS DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM,
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) tahun
2021 Badan Peradilan Umum, Program Peningkatan
Manajeman Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

NO KEGATAN  PAGU (Rp) PAGU (Rp) REALISAS %

Awal Revisi (RP)
Belanja Rp.121.005.000,- Rp. 95.468.000,- Rp. 92.905.800,- 97,327=
Barang
BELANJA BARANG
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

PAGU (Rp) Awal PAGU (Rp) Revisi
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Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum
ditujukan untuk menunjang Kkegiatan operasional
persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas
aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

I. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03
Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021 di
lingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B
adalah Rp.121.005.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta
Lima Ribu Rupiah) operasional khusus bidang peradilan
untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga.
ii. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021,
terdapat revisi anggaran , hingga pagu revisi terakhir
menjadi Rp. 95.468.000,- (Sembilan Pulunh Lima Juta
Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah),
kemudian anggaran belanja barang yang terserap
atau terealisasi adalah sebesar Rp. 92.905.800,-
(Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu
Delapan Ratus Rupiah) Total pagu belanja barang
yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2020, dapat kita
lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap

97,32 % dengan rincian belanja barang sebagai
berikut:

TOTAL DIPA REALISASI SISA DANA
NO KODE JENIS BELANJA/MAK REVISI

TERAKHIR
TOTAL % TOTAL %

2 3 4 5 6 7 8

Peningkafan Manajemen
1049 .
Peradilan Umum
1049.BCA Peikara Hukum
Perseorangan
Pcrkara Pidona yang

1049.BCA.033 Diselcsaikan di Tingkal 73.848.000 71.335.800 96.57% 2.532.200 3.43%
Pertama di Wilayah Jowa
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051

521211

521811

052

524113

053

521211

524113

054

521211

055

521114

524113

056

521114

524113

057

521114

Tengoh

Pendaftaran Berkos

Perkara

Belania Bahan

- Penggandaan dan
Peniilidan Berkos Perkara
Belanja Barang Unluk
Persediaan Barang
Konsumsi

- Alai Tulis Kanlor (ATK)

Penelopan Had Sidang
Belanja Perjalanan Dinas
Dalarn Kola

- Pengiriman Penelopan
Hari Sidanq

Pemeriksaon dl sidang

Pengadilan

Belania Bahan

- Konsumsi Makan
Terdakwa

- Konsumsi Pengamanan
dari Kepolisian

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kola

- Perialanan KIMWASMAT

MInutasldan Upaya Hukum

Belania Bahan
- Penggandaan dan
Peniilidan SaBnan Puluson

Pengiriman Pclikan/Sallnan
Putman Kepada JPUdan
Terdakwa

Belanja Pengiriman Sural
Dinas Pos Pusat

- Pengiriman
Pelikan/Salinan Pulusan
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kola

- Pengiriman
Pelikan/Safinan Pulusan

Pengiriman Sural
penahanan dan
Perpaniangan Penahanan
Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusal

* Pengiriman Sural
penahanandan
Perpaniangan Penahanan
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

- Pengiriman Sural
penahanan dan
Perpaniangan Penahanan

Penanganan Perkara
Banding dl Pengadilan
VngkatPertama

Belanja Pengiriman Sural
Dinas Pos Pusal

42.700.000

400.000

42.300.000

5.500.000

5.500.000

1.090.000

200.000

50.000

840.000

5.950.000

5.950.000

5.878.000

878.000

5.000.000

5.850.000

300.000

5.550.000

4.150.000

42.700.000

400.000

42.300.000

5.450.000

5.450.000

700.000

700.000

5.950.000

5.950.000

5.698.800

698.800

5.000.000

5.729.000

179.000

5.550.000

3.794.000

100.00%

100.00%

100.00%

99.09%

99.09%

64.22%

0.00%

0,00%

83,33%

100.00%

100.00%

96.95%

79.59%

100.00%

97.93%

59.67%

100.00%

91.42%

50.000

50.000

390.000

200.000

50.000

140.000

179.200

179.200

121.000

121.000

356.000

0.00%

0,00%

0.00%

0.91%
0,91%
35.78%

100.00%

100,00%
16,67%

0.00%

0.00%

3,05%
20.41%

0.00%
2,07%
40.33%
0.00%

8,58%
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524113

Gass

521114

524113

1049.QBA.032

051

522131

522131

- Pengiriman Berkos
Perkara Banding di
Pengadilan lingkol
Pertama

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kola

- Pemberilahuan Proses
Banding kepada
Jaksa/Terdakwa

- Pemberilahuan Pulusan
Banding

Penanganan Perkara
Kasasldan PK dl
Pengadilan TIingkal
Perlama

Belanja Pengiriman Sural
Dinas Pos Pusal

- Pengiriman Berkos Kasasi
dan Peniniauan Kembali
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kola

- Pemberilahuan Proses
Kasasi dan Peninjauan
Kembalikepada

Jakso/Terdakwa/Penasehat

Hukum

- Pemberilahuan Pulusan
Kasasi dan Peninjauan
Kembali

Pos Bantuan Hukum
Pos Banluan Hukum

Belanja Jasa Konsultan

- Honor
Advokal/Pengacara Pikel
Belanja HonorOupul
Kegialan

- Belanja Honor Output
Kegialan

JUMIAH

1.000.000

2.100.000

1.050.000

2.750.000

1.000.000

1.050.000

700.000

21.600.000

21.150.000

450.000

95.468.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima
anggaran yang telah terealisasi, tercatat total

anggaran dari pagu belanja barang adalah

714.000

2.100.000

980.000

1.314.000

264.000

840.000

210.000

21.570.000

21.120.000

450.000

92.905.800

71.40%

100.00%

93.33%

47.78%

26,40%

80.00%

30,00%

99.86%

99.86%

100.00%

97.32%

286.000

70.000

1.436.000

736.000

210.000

490.000

30.000

30.000

2.562.200

dan
ssa

Rp.

2.562.200,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu
Dua Ratus Rupiah) atau dengan persentase 2,68 % dari
total pagu belanja barang (Pengelolaan Keuangan
dan Perbendaharaan).

28.60%

0.00%

6.67%

52.22%

73.60%

20.00%

70.00%

0.14%

0.14%

0.00%

2,68%
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BAB IV - PENUTUP

A KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga
Kelas IB Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang
akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai
alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB Tahun 2021 telah dapat memenuhi target
sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa
yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2022.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan
dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas
IBpada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1 Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja

yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak

yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan
cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan
didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan

Negeri Purbalingga Kelas IBpada tahun 2021 adalah :

* Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada
beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun
secara umum target kinerja telah terealisasi.
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Penyelesaian perkara pada tahun 2021 pada prinsipnya telah
berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum
mencapai target penuh, namun sisa perkara ditahun 2020
dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 dan telah
memenuhi target.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri
Purbalingga Kelas IB tahun 2021 pada umumnya sudah
berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai
pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
sudah memenuhi target.

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung

tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2021 ini telah
terealisasi seluruhnya.

Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau
hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.
Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut
dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau
hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas
IBdiantaranya

Perkara yang masuk pada akhir tahun khususnya perkara
perdata akan dapat menghambat pencapaian target
penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang
masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya
perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan
pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderun
menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.
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B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan
jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala

tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti
tersebut diatas adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan
penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional
Prosedur).

Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya
dapat mengirimkan berkas perkarnya supaya tidak
menumpuk diakhir tahun.
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LAVPIRAN 1:
STRKTUR ORGANISAS
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KHAS IB
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STRKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KHAS IB

KETUA
DIAN ERDIANTO, S.H.,, M.H.

WAKIL KETUA

MAJEUS HAKIM I

.RATNA DAMAYANTI WISUDHA, SH

[N

. MOCHAMAD UMARYAJI S.H., M.H.

N

. LUCY ARIESTY, S.H.

w

IMANUEL CHARLO ROMMEL D, S.H

~

NIKENTARI, S.H.,M.H.

o

SEKRETARIS
BAITI HARFIAH

PANI TERA
SUNDOYC, SH., MH

WAKIL PANITERA

PANMUD PANMUD MUD KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
HUKUM PIDANA EDATA UMUM KEPEGAWAI PERENCANAAN

SISWOYO, S.H.  DYAH WINANTI., us DAN AN DAN .TEKNOLOGI

S.H. <ATNO, KEUANGAN ORGANISASI INFORMASI

DARISMAN TATA DAN

LAKSANA PELAPORAN

ENY PURWANTO.S.E
SULISTYAN1

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

| PANITERA PENGGANTI
2. JURUSITA

3. JURUSITA PENGGANTI
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LAVPIRAN 2 :
MATRIK RENCANA STRATEGS KINERJA TAHUN 2020 - 2024
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ProgranvKegiatan

Sasaran Strategls

MATRIK RENCANA STRATEGS KINERJA TAHUN 2020 - 2024

Sasaran
Program

(outcome)/Sasa

ran Kegiatan

(output)/Indikat

or

Terwujudnya
peradilan yang
pasli, transparan
dan akuntabel
Persentase perkara
yang diselesaikan
tepal waktu
Persentase
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan restoratif

2020 2021 2022 2023 2024

100%

5%

100%

5%

Target

100%

5%

100%

5%

100%

5%

2020

2021

2022

Alokasi (dalam juta rupiah)

2023 2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

Pimpinan
Hakim
Panitera
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Persentase perkara 5% 5% 5% 5% 5%
pidano anak yang

diselesaikan

dengan diversi

Index pencari 85% 85% 85% 85% 85%
keadilan yang

puas terhadap

layanan peradilan

Peningkatan

efektivilas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

Persentase salinan  100% 100% 100% 100% 100%
putusan yang

dikirim ke para

pihak tepat waktu

Persentase perkara 30% 30% 30% 30% 30%
yang diselesaikan

melalui mediasi

Meningkatnya

akses peradilan

bagi masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

Persentase pencari  100% 100% 100% 100% 100%
keadilan golongan

tertentu yang

mendapat

layanan bantuan

hukum

(posbakum)

Pimpinan
Hakim
Panitera

Pimpinan
Panitera
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Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase 85%
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Sasaran Program Terselesaikannya
penyelesaian
perkara yang
sederhana. tepat
waktu.transparan
dan akuntabel

Percepatan

penyelesaian

perkara

Perkara peradilan 240
umum yang

diselesaikan

ditingkat pertama

dan banding tepat

waktu

LayananPos 216
Bantuan Hukum
(posbakum)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program Meningkatnya

Indlkator Program

kualitas layanan
dukungan

manajemen untuk

85% 85% 85%
2 2
240 240 240
216

85%

240

124.080

121.005

122.505

121.005

121.005

Pimpinan
Hakim
Panitera

Pimpinan
Hakim
Panitera
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Indlkator Program

Sasaran Program

Indlkator Program

mendukung
pelaksanaan
pelayanan prima

peradilan

Pembinaan 1 |
administrasi dan layanan ~ 'ayanan
pengelolaan

keuangan Badan

Urusan Administrasi

Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

dalam mendukung

pelayanan

peradilan

Pengadaan 1 I
sarana dan loyanan layanan
prasarana di

lingkungan MA

layanan

layanan

1

layanan

layanan

layanan

layanan

Sekretaris
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KTIM PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN NEGER PURBALINGGATAHUN 2021
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KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS | B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS | B

Menimbang

Mengingat

NOMOR : W12.U25//S"OT.0/7/2021
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK]IP)

PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

L a

Bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Peijanjian Kineija, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kineija Instansi Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurus a diatas
perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang
Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LK]IP)
pada Pengadilan Negeri Purbalingga ;

Bahwa Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Purbalingga telah Puma Tugas, maka Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor W12.U25/27/KP.07.01/1/2021
tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan
Kineija Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purbalingga perlu
untuk diperbaharui;

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di
pandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Keneija Instansi Pemerintah ;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan
Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;

. Peraturan Kementrian Pemberdayaan Apatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peijanjian

Kineija, Pelaporan Kineija dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS
IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANS1 PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI
PURBALINGGA.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
W12.U25/27/KP.07.01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan

Tim Penyusun Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan
Negeri Purbalingga;

Menunjuk dan mengangkat yang nama tersebut dalam daftar lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LK]jIP) pada Pengadilan Negeri Purbalingga;

Tim Penyusunan Penyusun Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Pengadilan Negeri Purbalingga bertugas menghimpun bahan-bahan laporan

dan menyusun Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LK]jIP) pada Pengadilan
Negeri Purbalingga ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dcngan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5MT2021



Lampiran

Keputusan Kelua Pengadilan Negeri Purbalingga
Nomor W12.U25/ HJJ OT.0/7/2021
Tanggal 7 Juli 2021

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

No.

10.

11.

12.

NAMA

DIAN ERDIANTO. S.H.. M.H.
NIP 19720525 199902 1003

RATNA DAMAYANTI W. SH.
NIP 19771004 200512 2 003

BAITI HARFIAH. S.H.
NIP 19680421 198903 2 001

SUNDOYO. S.H.. M.H.
NIP 19720124 199303 1001

PURWANTO. SE.
NIP 19850707 201503 1001

AGUS ENDRIYATNO. S.H.
NIP 19650816 198603 1005

DYAH WINANTI. S.H.
NIP 19651229 199403 2 002

SISWOYO. S.H.
NIP 19650415 198603 1002

DARISMAN
NIP 19640606 198903 1002

ENY SULISTYANI
NIP 19680909 191103 2 001

DYAH AYU M. A.Md.
NIP 19950516 201903 2 014

IMAM AMINUDIN, S.Kom.

JABATAN JABATAN
DALAM TIM
Ketua Pelindung/Penasehat
Hakim Koordinator
Sekretaris Ketua Tim
Panitera Anggota
Kasubbag Perencanaan .
g ’ Sekretaris
TI, Dan Pelaporan
Panitera Muda Perdata Anggota
Panitera Muda Pidana Anggota
Panitera Muda Hukum Anggota
Kasubbag Umum Dan Anggota
Keuangan
Kasubbag Kepegawaian,
Organisasi Dan Tata Anggota
Laksana
Pengelola Sistem Dan
Jaringan / Staf. Subbag Anggota
Perencanaa, Ti &
Pelaporan X
. TenagaHonorer z' Anggota

KETtJA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

I[ERDIANTO. S.H.. M.H. »
NIP ?9720525 199902 1003



